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KUALIFIKAS] PELAKSANA

| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
S Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pe
Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri

1-mwmwmmmm—ih
Publik PPID Pembantu;

. Mengetahui dan fungsi kanisme pembuatan laporan:

4 Peeaturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Dokumentasi Publik PPID Pembantu;

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pemerintah Dacrah;
6 Persturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang ~ Standar
Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Informasi Publik;
8. Persturan Bupati Bengiulu Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaun Informasi den Dokumentasi, ;
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kenja; }
2. Term of Reference; .
3, Alat Tulis Kantor;
4, Komputer/Jaringan Intemet. |
l
|
PERINGATAN: |

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopiy;
2. Disimpan sebagai data.




'pzming— masing komponen di PPID
';\gbupmq Bengkulu Selatan, baik yang
uksi sendiri, dikembangkan maupun
dikirim ke pihak lain, berupa arsip
.I statis, dinamis, arsip aktif, arsip inaktif dan
5_ grsip vital yang dikuasai. Informasi yang
-\ dilakukan meliputi jenis dokumen,
| penanggung jawab pembuatan, waktu dan
.1 { pembuatan, serta bentuk informasi
i rersedia dalam hardeopy dan softcopy.
. ormat pengisian dalam pengumpulan
'1 { dan dokumentasi pada masing-
ing komponen di PPID Kabupaten

f ml KBGIATAN \ = ASAN AKTU - OUTPUT
| | PFID
| oy | PPID UTAMA et KELENGKAPAN W
mpuﬂ:mhiumﬂdandnkumnmﬂ No. 14 gl Pt T s S
| rkualitas dan relevan dengan twpo un2008; Ennm:rtﬂ » ponen dan Perangkat
No. 25 Tahun tiap saal

II'. gkulu Selatan.
2 Mengiiasiikasikan scluruh informasi dan
, dokumentasi yang telah dikumpulkan,
|! dentifikasi berdasarkan sifat informasi
\ dokumentasi, me informasi
| dokumentasi yang dikecualikan dengan
II u:mri o i telsh mmpm
pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 14
|I un 2008, Pengujian tentang konsckuensi

betum menyatakan Informasi dan
umentasi Publik tertentu dikecualikan

berkala, |[DIDP yang teiah
tiap saat benarannya

|__peseoomas




-3 Mendokumentasikan informasi pub e
* hentuk softcopy dan menyimpan i Alat tulis kantor berkala, | DIDP
~ seperti mengarsipkan dan memisahkan R
dokumen sesuai klasifikasi informasi,
' dokumentasi waiib, secara berkala, serta
] rta dan setiap saat. Dibuat daftar
'. ?;cfnnnasi dan dokumentasi yang
'{ fi&tcuﬂikan
- | =
| 4 netapkan DIDP secara resmi dan neadakan rapat telah DIDP ___ Surat Keputusan DIDP telah |
| ngumumkannya kepada masyarakat. cmﬁa dm;nm PPIDferkumpul dari  yang ditandatangani oleh
tama dan PPID PID Pembantu  Atasan PPID
\ mbantu untuk
|| enetapkan DIP
f 5 Mengunggah DIDP ke website resmi PPID Website dan sarana__Setelah DIDP Adanya konten DIDP di
! tama Kabupaten Bengkulu Selatan dan ormasi lainnya  ditetapkan oleh | website PPID Utama
rangkat Daerah (PPID Pembantu) maupun dimiliki oleh  |Atasan PPID Kabupaten Bengkulu
| alui sarana informasi lainnya. mponen dan Sclatan dan Perangicat
rangkat Daerah Daerah (PPID Pembantu)
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; » B

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- 4.
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedlm
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri
Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komusi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang  Standar Layanan|
informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Frosedun

| Penyrlesaian Sengketa Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman)

Pengelolaan Informasi dan Dokumentas;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGEAPAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2, Term of Referenoe;

3. Alat Tulis Kantor;

4, Komputer/Jarngan Internet,

r PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN

— L. Dimmpan dalam bentuk softeopy dan hardeapy,
| 2 D?impmub!pldm




PENDUKUNG
%O KEGIATAN pEMOHON | BAGIAN | PPID DAN | KOMPOREN '
: REGIETRASI DAN AN W KET
iNpoRMAR) | REQIETRASL|  PRID_ PRRANGIAT KELENGKAP AKTU ourrr |
1 Informasi menyampaikan 1.Formulir Pada hari dan Formulir
rmohonan Informasi yang dibutuhkan, Permohonan Kerjauntuk  Permohonan |
langsung dan tidak langsung, Informasi yang mohon informasi yxngi
tersedia dimeja formasi secara  telah diisi
ditampilkan di ng dan ngkap dan
website, tiap saat untuk piri I
2. Fotocopy atau scan [pemohon otocopy/ scan |
identitas diri (NIK) rmasi secara ntitas diri |
dari pemohon langsung K] |
5 e : informasi
- Melakukan registrasi berkas permohon -data informasi hari dan jam DIP yang telah
informasi publik; pan dalam bentukiKerja untuk ersusun dalam
- dalam DIP dan sudah ada di meja rdeopy dan softcopy ipemohon informasi bentuk
informasi atau sudah terdapat di cara langsung  |hardcopydan |
website PPID, maka langsung sctiap saat  |softcopy
diberikan kepada pemohon informasi ntuk pemohon
atau bisa langsung diunduh oleh informasi sccara
pemochon informasi; tidak langsung
- Jika informasi/dokumentasi yang |
diminta belum masuk dalam DIP, maka '
berkas permohonan disampaikan kepada
PPID atau PPID Pembantu.
3 D meminta kepada komponen atau IP yang telah 10 {sepuluh) hari | DIP
Daerah untuk memberikan itetapkan oleh ju sejak !
formasi atau dokumen yang sudah componen atau Enhhnnan -
ermasuk dalam DIP, kepada PPID untuk at Daerah ormiasi diterima '
kepada pemohon informasi. oleh PPID
ponen atau Perangkat Daerah
berikan informasi atau dokumen yang
PPl D |
4 mberikan informasi atau dokumen yang ormasi atau rpanjangan Informasi |
ta oleh pemohon informasi yang telah men vang diminta honan ublik yang
atangani tanda bukti penerimaan leh pemohon adalah 7 diminta oleh
rmasi atay dokumen. formasi tujuh) hari kerja ohon
nformasi
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. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan|
. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman|

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Uncimt-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Padumdﬁ
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri

Pemerintah Dacrah;
Informasi Publik;
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Pengrlolaan Informasi dan Dokumentasi;

1. Memiliki pengetahuan dan

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kena;
2. Term of Reference;
3. Alat Tulis Kantor;
| 4, Komputer/Jaringan Internet.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN "

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardeopy;
2. D:.?impm sebagai data,




S -

kajian atas
i/dokumenyang tidak termasuk
DIP dengan melibatkan Tim

.

berikan pertimbanganatas informasi/
kumen vang dimaksud yang bersifat
berdasarkan Undang-Undang,
patutan dan kepentingan umum




menande tanda bukti penerimaan

mh:r&mmtpenuhhnkepnda

pemohon jika status informasi/dokumen
akan rahasia,
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- Peraturan Pemermtah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang{4. Memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasn Informasi Publik;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 :
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Il‘ui
Pemerintan Daerah;

6. Peraturan Komisl Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar nar
informasi Publik;

7. Peraturan Komisi [nformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

|,! Peraturan Bumecn;kuthalaunﬂmrag Tahun 2019 tentang

auu-

o

KETERKAITAN _PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;

i 2. Term of Reference;
3. Alat Tulis Kantor;
4. Komputer/Jaringan Internet.

- PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN

e —— 1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
2. Disimpan sebagai data.
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PENDUKUNG
NO KEGIATAN FPID ATAU
PEMOHON R&“mm PPID  [ATASAN mn1 KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Informasi
Ehenmn atas tidak terlayaninya pengajuan 1. Formulir Pengajuan hari Formulir pengajuan
rmasi yang dibutuhkan melalui: permohonan Keberatan Informasi jam beratan pelayanan
1. datang langsung dan mengisi  formulis Publik yang tersedia formasi public yang
l ho : - dimeja pelayanan diisi lengkap
permohonan pengajuan keberatan info
5:::1& dengan melengkapi fotocopy identi :PID atau d(;i;ampﬂlmn dﬂmfpirl
iri (NIK); iwebsite dapat otocopy/ scan
2. melalui webm dengan mengisi formulir yang diunduh; entitas diri (NIK)
telah diunduh dan menyertakan scan 2, Fotocopy atau scan
' identitas  diri  (NIK) kemudian  dikirim identitas diri (NIK) dari
| kealamat email PPID vang tertera diwebsite; pemohon yang
3. mengirim fax formulir permohonan informasi mengajukan
. yang telah diisi lengkap disertai dengan fax keberatan
.| identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID. '
2 Melakukan registrasi formulir pengajuan Semua data-data hari dan pengajuan
keberatan  pelayanan  informasi dan! {pemohon informasi kerja beratan pelayanan
I enyampaikan pengajuan keberatan disimpan dalam bentuk ormasi yang telah
epada Atasan PPID. | hardeopy dan softcopy. i-file dﬂﬂ::n bentuk
f Y
Py | copy.
| 3 Memeriksa formulir pengajuan kebcra!::l :&:ﬁs pengs;];.mn keh;ri dan mdi ‘
ari para Pemohon Informasi d ratan pelayanan am kerja harus diberikan
emerintahkan PPID dan PPID Pembantu informasi vang telah diisi epada PPID dan
| .u_nlul_-:_ _Tfr_u_;;_wah pqpnohuna.n informasi. lengkap. PPID Pern-hantu.

4 [Memerintahkan kepada PPID dan PPID i Ec;icas pcng&;juan Padakha.ri dantSura:lpckr;nti:jh >t
Pembantu untuk memenuhi permintaan keberatan pelayanan jam kerja ertulis kepada
Lnrurmnsi dari Pemohon Informasi. Lﬁ{:ﬁgzwg telah ﬁi?uiﬁn?c;cgzi?m

2. DIP yang telah permintaan pemohon
diumumkan. informasi yang
mengajukan
keberatan pelayanan |
' informasi publik,

11




si publik
da hari dan{informasi pu
Memberikan informasi yang dimin kumen/informasi [“9 ang diminta oleh
pemohon informasi kepada :tasart:a l?rl? dimak.?ud ol;hamu jam kerji mohon Informasi
Jika informasi yang dimaksud tel ohon Informa

masuk DIP.

tau surat
rekomendasi surat
Atasan PPID akan me

nolakan.
njawab pengaju F“"““‘"“‘“‘
keberatan kepada pemohon informasi.

Jika informasi yang diinginkan pemohon
Informasi tidak termasuk dalam DIP
vang telah diumumkan, karena informasi
belum tersedia atau termasuk informasi
yang dikecualikan, maka diberikan surat
penolakan kepada Pemohon Informasi.

12
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2. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan

Pemerintah Daerah; :

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

8. Peraturan Mwmqmagmmmm.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- 4. Memahami tahapa

informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dar

Prosedur
Pedomi

___Pengrlolaan Informasi dan Dokumentasy;

PERALATAN PERLENGKAPAN

_ KETERKAITAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2. Term of Reference,
3. Alat Tulis Kantor;

4. Komputer/Jaringan Internet.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
2. Disimpan sebagai data.
13




informasi selama 7 (tujuh)
pemberitahuan tertulis diberikan dan
dapat diperpanjang lagi.

2 Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi
ta informasi untuk mengupayakan;
nyelesaian  sengketa informasi, yang
dibentuk oleh PPID Utama
3 Tim fasilitasi sengketa informasi di Ketuai oleh iajukan dalam
Utama dan beranggotakan PPID) u paling
mbantu terkait, pejabat yang menangani bat 14 (empat
g hukum, pejabat fungsional serta JFU hari kerja
ang sesuai dengan kebutuhan. telah diterimanya

tanggapan tertulis
dari Atasan PPID.

4

roses penanganan sengketa informasi kepada

Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan
tasan PPID.

14
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